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a. bahwa untuk melaksanakan ketenResal 184 ayat ( 1 )

1.

2.

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petabén
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali teraldngash
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgntan
Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pedealitsa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepad
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa &por
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemekksangan
paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah tahun amggaerakhir ;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pa¢ada
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada haruf
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1%5@ang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Providawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentangkFjimi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tdt885
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undadgng
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undadgrg

No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nd29
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&%®)3



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas daunp#i,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik hedoa
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rkpub
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tah®B 2
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4286 );

5. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbanaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Taha@¥ 2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4355 );

6. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemlkemt
Peraturan Perundang—undangan ( Lembaran Negarablikepu
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 4389 );

7. Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pegaanik
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negaealfdran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Edmrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

8. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

9. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petabén
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahl®¥ 2
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapaekakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tabid¢h 2
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran NegarabRlepu
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 4844 );

10.Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pergdma
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalaanad
( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Naoh26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoA®@f

11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentng Penyedagg
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indon&siaun
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721);

12.Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan DaeralDdamn
Perwakilan Rakyat Daerah;



13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakadae
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik nadia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraldRepu
Indonesia nomor 5049);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepaler&h
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 d¥@&thO0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nd@28 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentadgd(g&an
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembarayarde
Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telabati
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemeridtahor 21
tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Pera@amerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokokm d
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan &aky
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia TaQ0v
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4712 );

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Edmrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentatend&r
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Repubtkresia
Tahun 2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran NegaralRkpu
Indonesia Nomor 4503 );

18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentamg@rRan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia TaQ0b
Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik kesian
Nomor 4574 );

19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga Da
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonekiant2005
Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik kesian
Nomor 4575 );

20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentaster®i
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Rdpubli
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaegafd
Republik Indonesia Nomor 4576 );

21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentarahHi
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 dMd9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&or %

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran NegarabRepu
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaegafd
Republik Indonesia Nomor 4578 );



23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgnPan
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ddr&0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB&®# ;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnfan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penarintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahl®b 2
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik kesian
Nomor 4593 );

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangp®&ein
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lemmb&lagara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahanbagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

26.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangrhap
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pw@herin
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Infdrmas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesiaiitak007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4693 );

27.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamdp&gan
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintBlaanah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotanfdaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Edmab
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

28.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Bahge,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perunredang
Undangan,;

29.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 280&ng
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemateaim
Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2008 Nomor 2);

30.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 280&g
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi taeéte
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dbaer
(Lembaran Daerah Kota Magelang tahun 2008 Nomor 3);

31.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 260trg
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Diaasah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

32.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 280&ng
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi dgenb
Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan TerpadiSdtuan



